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PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang :

Mengingat

BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 3¢ TAHUN 2013

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berancana Nasional
Nomor 55/kk-010/65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sumbawa.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik




Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

10.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berancana
Nasional Nomor 55/kk-010/65/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera di Kabupaten/Kota;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 533) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya
disingkat BKBPP adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Sumbawa.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan
pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan
Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional,
kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan
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18.

ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan
dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM bidang KB dan KS adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi
dan pemerintahan.

Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam
pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau
manfaat pelayanan.

Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis
pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara bertahap
sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan
suami istri yang usia istrinya antara 15-49 (lima belas sampai empat puluh
sembilan) tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni;
dibawah usia 20 (dua puluh) tahun, antara 20-35 (dua puluh sampai tiga
puluh lima) tahun dan usia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun.

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan
upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi
oleh pelayanan swasta sekitar 40% (empat puluh perseratus) dan sekitar 30%
(tiga puluh perseratus) oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Provinsi.

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok
kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan dan
sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang
anak usia dibawah lima tahun (BALITA), melalui optimalisasi rangsangan
emosional, moral dan sosial.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya
disingkat UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan
Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik
yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non PNS yang diangkat oleh pejabat
berwenang yang mempunyai tugas, tanggungjawab, untuk melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat
dengan PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader yang secara
sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga
Berencana Nasional ditingkat desa/kelurahan.

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah
ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta pembinaan keluarga di
masing-masing Desa/Kelurahan.



BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang KB dan KS adalah sebagai acuan pengelolaan
pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Daerah.

Pasal 3
Tujuan ditetapkannya SPM bidang KB dan KS adalah :

a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar bidang keluarga berencana
dan keluarga sejahtera kepada masyarakat.

b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dasar bidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera.

c. menjamin kesinambungan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtera.

Pasal 4
Fungsi SPM bidang KB dan KS berfungsi adalah :

a. sebagai alat Daerah dalam menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat
berupa akses dan mutu pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan
keluarga sejahtera dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai
penyelenggara pelayanan dasar;

b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan
Daerah; dan

c. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengetahui kinerja
pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada
masyarakat.

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA DI DAERAH

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera dilaksanakan oleh BKBPP sesuai dengan SPM bidang KB dan KS.

(2) SPM bidang KB dan KS meliputi jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan
batas waktu pencapaian terdiri dari :

1. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS) :

a. cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 (dua puluh tahun) tahun
3,5% (tiga koma lima perseratus) pada Tahun 2014;

b. cakupan sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif, 65% (enam puluh
lima perseratus) pada Tahun 2014;

c. cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), 5%
(lima perseratus) pada Tahun 2014; g

d. cakupan anggota BKB ber-KB, 70% (tujuh puluh perseratus) pada
Tahun 2014,

e. cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB, 87% (delapan
puluh tujuh perseratus) pada Tahun 2014;

f. ratio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2
desa/kelurahan pada Tahun 2014; dan :

g. ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan 1 PPKBD pada Tahun 2014.



2. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi :

cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi mencakup penyediaan
alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat,
30% (tiga puluh perseratus) per tahun dengan nilai 100 (seratus) pada
Tahun 2014; dan

3. Penyediaan Informasi Data Mikro :

cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 100%
pada Tahun 2014.

(3) SPM bidang KB dan KS terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai,
batas waktu pencapaian dan target tahunan Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 6
(1) Penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS dilaksanakan oleh BKBPP.

(2) Penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS sesuai SPM bidang KB dan KS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga/aparatur sesuai
dengan kualifikasi dan kompetensi.

(3) Lembaga/instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
dasar bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM
bidang KB dan KS di Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 7

SPM bidang KB dan KS yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan
rencana program dan kegiatan bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, personil dan anggaran yang
tersedia.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang KB dan KS adalah sebagai
berikut :

a. penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS dapat dikerjasamakan dengan
lembaga mitra pemerintah daerah;

b. tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah maupun perencanaan pembangunan daerah untuk
pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun
anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang KB dan
KS untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;

c. BKBPP melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta dapat
mengembangkan standar teknis pelayanan;

d. tim evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkesinambungan terhadap penerapan dan kinerja pencapaian SPM bidang
keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Daerah dan melaporkan
hasilnya kepada Bupati.



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang keluarga berencana dan keluarga
sejahtera untuk pencapaian target sesuai SPM bidang KB dan KS, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta
sumber lain yang sah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 10

(1) Kepala BKBPP menyampaikan laporan teknis perkembangan pencapaian
target kinerja SPM bidang KB dan KS kepada Bupati.

(2) Kepala BKBPP memfasilitasi penyusunan Laporan Umum Tahunan Kinerja
Penerapan dan Pencapaian SPM Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sumbawa.

(3) Laporan Umum Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Barat.

(4) Sistematika laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal 12 ¥epesher 2015

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 ¥epewbcr 2015

H UPATEN SUMBAWA
SEKRETARIS DAERAH KAB N ,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 3¢ i

W :‘ ft,? ‘J"i *,‘ﬁ’/
=.-.-B ei\ o /




asidd
121 0 I:1 1 weyeanyay /esop denss
ddad $102 001 (ag3idd) esed g3l eulquad
nmuequag sednad onex
%Z8 ‘ %.L8 ‘g)
ddgg %.8 %.L8 10T 001 -1oq 8uek §3ddNn Smmmqm
a3y ewesad §Nd uedned
%88 %.8 %98 10T 00T %0L ‘g3
ddg3Md -10q g31d ®1083uy uednsjed
%S ‘(p2au jawun)
%G %S %L ynuadial yepn g3-12q
ddad $102T 001 urdur Sued gnd uednsed
%S9
%0612 | %S8‘TL | %08°1L 10T ‘e gy el1asad 1pelfuow
ddg3d 00T Snd wereses uednsjeo

am%% a1 Ani) eldyeleg

- - . %G‘e unye) (unyey edren[ay uep euedUaIayg

Jdenig AP RO S o 00T | ynnd enp) og ersn yesmeqip eSren(oy 1Se3NpE Uep

eAuinst Suek gnd uedns{ed | [SBULIOJU] [SBXIUNUIO} ueuehe[ad | I
6 8 L 9 S ¥ e z _ 1
avmVve G102 10T €10C V1IN JOLVIIANI
ONNOONVNED zm%mmwmm . NVSVA NVNVAVTEd SINAC | ON
ads NVNNHV.L LI3DJVL ALIVM SYIVE AVINININ NVNVAV1Ad dVANV.LS

VMVENNS NALVdNIVH I VIHLHVES VOAVNTAN NVA YNVONTITL VOIVNTEN DNVAId
TVINININ NVNVAVIEd AVANVLS NVNNHV.L LADYV.L NVA NVIVdVONAd NLAVM SVILVE ‘IVIIN “YOLVIIANI YVSVA NVNVAVTHd SINHE[

Cloz eamdey 2| TVDONVL
€102 NNHV.L 15 JOWON
VMVEINNS LLVdNd NVANLVIEd

I NVAIdINVT




%001
00T (010§ 001 ¥10¢C 001 esop denes Ip e3Ien[oy
dd83d OIIN Bje( ISeuLIojul OINIIN
ueerpakuad uedny{ed BlR( ISBULIOJU] UeRIP2AUS] | '€
%0¢ ‘yexeleisewt
ueejunuLIad [YNUIWAW
ddeid 00T 00T 00T $102 001 | 3nyun 1sdesenuoi 3eqo uep
1ere ueerpafuad dneousw
1sdosenjuoy 3eqo uep 1sdasenjuoy]
yere ueepaiuad uednxed 1eqO uEp ye[y ueBipaiuad | T
6 8 L 9 S 14 € (4 I
gYMve S10C ¥10¢ €10¢ (NNHV.L IVTIN JOLVHIANI
DNNOONVNHd NVIVAVONAd AVSVA NVNVAVTHd SINEL ON
ads NVNNHVL LHDIV.L TYIWININ NVNVAVTHd dVANVLS

NLIVM SVY.LVH




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 56

TANGGAL 12 YopenbeR@135

TAHUN 2013

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN

TARGET KINERJA SPM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA DI KABUPATEN SUMBAWA

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum

BAB II: PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1.

Uraian kegiatan:

Adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya
mewujudkan pelayanan dasar bidang KB dan KS dan tercapainya
indikator SPM bidang KB dan KS.

. Target tahunan:

Adalah target tahunan yang ditetapkan dalam pencapaian nilai
target SPM Bidang KB dan KS selama dalam kurun waktu satu
tahun.

Realisasi target:

Adalah nilai target yang dapat dicapai atau direalisasikan selama
satu tahun anggaran.

. Alokasi anggaran:

Adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung dalam yang
ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa, APBD Provinsi, APBN
serta dana lainnya yang sah dalam rangka penerapan dan
pencapaian SPM termasuk dukungan masyarakat atau swasta.

. Dukungan personil:

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan
dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dan atau pihak
swasta, lembaga mitra pemerintah daerah dan masyarakat.

. Program/kegiatan:

Adalah program/kegiatan yang terkait dengan SPM Bidang KB dan
KS.

. Permasalahan dan solusi:

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan
upaya tindak lanjut maupun usulan penyelesaian permasalahan.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KB dan KS

No. | Jenis Pelayanan | Indikator | Target |Realisasi| Program/ | Alokasi | Dukungan
Dasar SPM Tahunan | Target Kegiatan | Anggaran personil
1 2 3 4 5 6 T 8
dan seterusnya.
BAB III : PENUTUP
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